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RINGKASAN 

Penetapan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi memberikan konsekuensi terhadap 

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tambrauw. Menggunakan kewenangan 

otonomi ganda, Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah menetapkan kebijakan politik 

Kabupaten konservasi sebagai agenda pembangunan daerah. Konsekuensi dari pencanangan 

Kabupaten Konserveasi menuntut adanya perubahan tatakelola pemerintahan konvensional 

menuju tata kelola konservasi. Perubahan tatat kelola akan terjadi ketika pemerintah daerah 

mampu menyiapkan strategi khusus dalam rangka mengimplementasikan Tambrauw sebagai 

Kabupaten Konservasi.  Model kelembagaan lokal dan strategi pembentukan Tambrauw sebagai 

Kabupaten Konservasi inilah menjadi topik utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis  dan mendesian model kelembagaan lokal kabupaten konservasi serta menyusun 

strategi pengembangan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, berlangsung selama 6 bulan 

dari November 2017 sampai April 2018 di Kabupaten Tambrauw; ditingkat provinsi Papua Barat 

dan ditingkat kementrian terkait.    Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang didekati 

dengan kombinasi kualitatif dan kwantitatif. Pengambilan data dilakukan  melalui wawancara 

semi struktural, desk studi, focus group diskusi (FGD) dan observasi lapang. Lokasi penelitian  

dan sampel responden ditentukan secara purposive.  Analisis data menggunakan analisis research 

and development (R & D) serta analisis SWOT. Untuk model kelembagaan lokal, didesaian 

menggunakan 8 variabel kunci efektivitas kelembagaan sumberdaya alam yang ditawarkan oleh 

Ostrom (1990).  Hasil penelitian telah menawarkan model kelembagaan lokal Tambrauw sebagai 

kabupaten konservasi. Pemerintah Kabupaten Tambrauw pun telah berupaya mendorong  dan 

melegitimasi terbentuknya kelembagaan lokal dimaksud deanngan sebut ‘’Badan Koordinasi 

Kabupaten Konservasi’’. Model ini dianggap sangat sesuai karena   memiliki keterkaitan dan 

dengan kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Struktur kelembagaan kabupaten 

konservasi di  Kabupaten Tambrauw  tidak melekat pada suatu lembaga atau  berdiri sebagai 

institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang pengambilan keputusannya mengikuti 

rantai komando. Sebagai contoh dalam model kelembagaan, posisi Bupati Kabupaten Tambrauw 

sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kabupaten konservasi, yang berperan memberikan 

instruksi dan menerima laporan kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) dan  setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) baik yang berbasis sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup (SDALH) maupun non SDALH yang menjalankan program dan 

kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja tahunan (RENJA).  

Sedangkan penelitian penyusunan strategi menggunakan analisis SWOT menunjukkan hasil 

analisis Faktor internal diperoleh 3 faktor kunci kekuatan yakni: Komitmen Politik Pemerintah 

Daerah dalam visi dan misi; Luas wilayah 77%  merupakan Kawasan konservasi dan Potensi 

wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata . Sedangan kelemahan antara lain:   

Pengetahuan masyarakat & OPD masih kurang terkait kabupaten konservasi, Kelembagaan adat 

yang belum terstruktur, Kurangnya pengawasan dan kontrol BBKSDA terhadap kawasan 

konservasi. Sementara faktor ekternal khususnya peluang antara lain: Penambahan pendapatan 

daerah dari sektor pariwisata, Adanya kebijakan pembangunan KPH (Kesatuan pengelolaan 

Hutan-Konservasi, Berpotensi menjadi destinasi pariwisata. Sedangkan ancaman antara lain: 

Pencurian Satwa dan tumbuhan oleh pihak luar ; Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat 

serta degradasi kearifan lokal akibat era-globalisasi. 

 Keyword: Kabupaten Konservasi, Tambrauw, Kelembagaan Lokal, Analisis SWOT 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tambrauw merupakan Kabupaten  pemekaran   di Papua Barat sejak tahun 2008 dengan 

luas 11,592.182 Km2, secara geografis wilayah ini terletak di bagian utara wilayah Kepala 

Burung atau wilayah utara Provinsi Papua Barat. Sekitar 82 % wilayah ini adalah hutan 

konservasi dan hutan lindung sesuai Peta Kawasan Hutan dan Perairaan  Provinsi Irian Jaya 

dalam SK.Menteri Kehutanan No. 891/Kpts-II/1999 (BAPLAN, 2005). Dengan  wilayah yang 

luas, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya dan penghidupan 

masyarakat yang hidup didalamnya, Tambrauw menjadi bagian di Papua yang menantang untuk 

dikelola dalam rangka mewujudkan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Dengan status 

sebagai wilayah yang hampir kesemuanya  hutan lindung dan hutan konservasi, Pemerintah  

Daerah terus berupaya untuk menemukan bentuk pengaturan pengelolaan sumber daya alam 

yang baik, berkelanjutan dan bermanfaat.  Skenario pengelolaan sumberdaya alam dan tata 

kelola pemerintahan yang ditempuh yakni melalui pencanangan kabupaten Tambrauw sebagai 

Kabupaten konservasi.  Pencanangan diri merupakan wujud dari „’kontrak sosial’’ yang perlu 

direspon secara nasional baik dari sudut pandang politik, hukum, kebijakan, kelembagaan dan 

tata pemerintahan, maupun teknis tanpa mengabaikan petimbangan-pertimbangan ilmiah bidang 

pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Kabupaten Tambrauw di Papua Barat merespon 

peluang ini dengan  mendorong  dirinya untuk secara voluntary akan dicanangkan sebagai 

kabupaten konservasi sesuai ciri dan karateristik wilayahnya serta misi yang sudah di tetapkan. 

Misi kelima kabupaten ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan menetapkan 

Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi (Bappeda Tambrauw, 2011; Asem et al, 2011). Misi 

ini telah mendapat dukungan legal berupa Peratuan Daerah Kabupaten Konservasi. Kabupaten 

konservasi dimaknai sebagai wilayah administratif pemerintahan yang  ditetapkan berdasarkan 

kriteria tertentu, menyelenggarakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, 

perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan 

ekosistemnya (Kartodiharjo, 2005) 

1.2.  Permasalahan  

Implementasi kabupaten konservasi bisa dilihat sebagai strategi pengelolaan kawasan 

konservasi diera desentralisasi-resentralisasi. Pengintegrasian ini tentunya menjadi  sebuah 
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model manajemen adaptif kawasan konservasi sesuai aspirasi dan kebutuhan lokal daerah 

dengan tetap memperhatikan ruang hukum dan kebijakan yang ada.  Penetapan kabupaten 

Tambrauw menjadi Kabupaten Konservasi, akan diawali melalui pencanangan oleh Bupati 

Tambrauw. Pencanagan ini harus dibarengi dengan kesiapan diri berupa paket kebijakan, 

pendanaan, sumberdaya manusia, reinventing tata kelola dan instrumen lainnya (Obsern  and 

Gaebler (1993). Disisi lain, keberadaan kabupaten konservasi harus bisa memberikan kepastian 

dan jaminan bahwa akses terhadap pemanfaatan sumderdaya alam tetap ada dan masyarakat adat 

memiliki jaminan penghidupan melalui praktek-praktek kelokalannya atas sumberdaya dari 

kawasan konservasi tersebut (Mc Neely, 2009).  Beberapa aspek penting pengembangan 

Kabupaten Konservasi seberapa besar tingkat kesiapan pemerintah dan masyarakat sesuai 

kriteria dan indikator penetapan kabupaten konservasi, model kelembagaan lokal, pihak-pihak 

yang akan terlibat dan memiliki pengaruh dalam pengelolaan kabupaten konservasi serta peta 

jalan (road map) pengembangan Kabupaten konservasi. Data dan informasi yang dijelaskan 

diatas, saat ini menjadi urgent bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pengelolaan 

kabupaten konservasi.  Berdasarkan kondisi di atas, maka  dua (2) pertanyaan kunci dalam 

kerangka  proses penelitian ini  adalah 1) bagaimana model kelembagaan lokal dalam 

pengelolaan kabupaten Tambrauw sebagai konservasi ? serta 2) bagaimana strategi 

pengembangan Tambrauw Sebagai kabupaten konservasi ? 

 

1.3.  Urgensi (keutamaan) Penelitian 

Penelitian tentang kelembagaan lokal dan strategi pengembangan Kabupaten konservasi 

merupakan bagian dari kajian disertasi secara utuh mengenai Pengembangan Kabupaten 

Konservasi Sebagai Strategi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Adaptif Di Era Desentralisasi–

Resentralisasi (Studi Kasus Kabupaten Tambrauw, Di Provinsi Papua Barat).  Penelitian ini akan 

menjadi langkah awal dalam menggambarkan rancangan disertasi tersebut, dengan menggunakan 

analisis R dan D serta analisis SWOT yang dilakukan dengan beberapa tahapan yakni 

wawancara, FGD, hingga uji coba untuk melihat dinamika dan kesesuian model kelembagaan 

serta strategi yang bisa diadopsi pemerintah dalam rangka mengembangkan Kabupaten 

Konservasi.  Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) 

secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga akan diketahui faktor-faktor yang penting dalam 
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merangcang model kelembagaan lokal serta faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

bagi pengembangan Kabupaten Konservasi. 

     Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terkait 

dengan hasil analisisnya mampu menemukan model kelembagan lokal yang mampu 

mengakomodir tata kelola pemerintahan disatu sisi dan kewenangan konservasi sumberdaya 

alam hayati disisi lain, serta strategi yang bisa diadopsi pemerintah daerah dalam rangka 

mengsinergikan pembangunan kepemerintahan dan program konservasi sumberdaya alam secara 

berkelanjutan.   
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Kelembagaan 

Sistem kelembagaan merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang 

mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. 

Kelembagaan mempunyai peran yang sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah nyata 

dalam pembangunan. Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur dan mengontrol 

interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi dalam 

property right (hak kepemilikan), aturan representative atau batas yuridiksi (Pakpahan, 1989). 

Selanjutnya Pakpahan (1989) menyatakan bahwa dalam dunia nyata kelembagaan dapat  menjadi 

perubahan eksogen dalam proses pembangunan, dengan demikian kelembagaan menyebabkan 

perubahan. Disisi lain, kelembagaan dapat menjadi peubah endogen, sehingga kelembagaan 

merupakan akibat dari perubahan pada sistem yang lain. 

Terdapat 2 jenis pengertian kelembagaan, kelembagaan sebagai aturan main dan 

kelembagaan sebagai organisasi. Schimid (1987) mengartikan kelembagaan sebagai;  pengaturan 

hubungan antara individu yang didefinisikan haknya, pengaturan hak lain, hak istimewanya dan 

tanggungjawabnya. Karena itu kelembagaan adalah suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap 

sumberdaya. Dipandang dari sudut individu, kelembagaan merupakan gugus kesempatan bagi 

individu dalam membuat keputusan dalam melaksanakan aktivitas.  

 

Ciri Utama kelembagaan 

Kelembagaan dapat di cirikan dengan  tiga hal utama yaitu: 1) Hak kepemilikan                      

(property right), 2) batas yuridiksi, 3) aturan representative (Schalfer dalam Pakpahan 1989). 

 

Hak Kepemilikan (Property right) 

Konsep property right mengandung makna sosial. Konsep ini muncul dari konsep hak      

(right) dan kewajiban (obligation)  yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi, 

atau consensus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dalam hal kepentigannya 

terhadap sumberdaya. Karena itu pernyataan hak milik memerlukan pengesahan dari masyarakat 

dimana mereka berada. Impilkasi dari hal ini adalah; 1) hak seseorang adalah kewajiban orang 

lain, 2) hak yang dicerminkan oleh kepemilikan (ownership) adalah sumber kekuatan untuk 
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sukses dan control terhadap sumberdaya. Hak dapat diperoleh  melalui pembelian apabila barang 

atau jasa dapat diperjualbelikan, pemberian atau hadiah atau pengaturan administratif. Tietenberg 

(1994) menyatakan bahwa struktur hak kepemilikan yang dapat menghasilkan alokasi 

sumberdaya secara efisien mempunyai empat karakteristik yaitu: 

 

 Universality, seluruh sumberdaya (asset) dimiliki secara individu dan seluruh hak-hak atas 

penggunaan sumberdaya tersebut di definisikan dengan jelas. 

 Exclusivity, seluruh biaya yang dibelanjakan dan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan 

sumberdaya tersebut harus di tanggung/dinikmati hanya pemiliknya. 

 Transferability, hak kepemilikan harus dapat dipindahkan-tangankan dari pemilik yang satu 

ke pemilik yang lain secara sukarela. 

 Enforceability, hak kepemilikan harus aman dari kemungkinan gangguan pihak lain. 

 

Menurut Tuner et al (1994) bentuk kepemilikan secara umum dibagi menjadi empat jenis yaitu: 

1. Hak milik yang bersifat umum (common property right) 

Dipandang dari segi ekonomi, pemilikan yang demikin sebenarnya bukan merupakan hak 

milik karena barang yang dimiliki secara umum merupakan barang yang dapat di gunakan oleh 

setiap orang untuk berbagai keperluan tanpa adanya biaya yang dikeluarkan, misalnya udara, air, 

sungai,  dll. 

2. Hak umum yang terbatas  

Umumnya asset masyrakat dikelola oleh sesuatu badan public atau pemerintah. 

Pemerintah dapat membatasi penggunaan hak milik dengan berbagai cara. 

3. Hak pakai (status tenure)  

Pemakai asset dibatasi hanya untuk orang-orang atau badan-badan tertentu yang 

ditetapkan berdasarkan hukum. Dengan demikian pemilikan menjamin  pemakaian asset sesuai 

dengan kewenangan atas pemilikan tersebut. Hak pakai dapat dipindah tangankan. 

4. Hak milik penuh (private property right) 

Dalam hal ini hak milik dapat dpindahkan dan pemindahan sesuatu asset  mengarah pada 

terbentuknya harga yang sebenarnya. Hal ini berarti hak milik dapat dipindahkan hak milik akan 

menjadi harga.  Sesuatu yang dimiliki dapat dihargai dan sesuatu yang berharga dapat dimiliki 
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tetapi hubungan fungsional antara  harga dan milik sulit ditentukan secara tepat. Walaupun hak 

milik ini merupakan dasar konsepsi pemilikan dalam masyarakat, namun hak milik tersebut perlu 

dibatasi guna mencegah munculnya kesenjangan sosial.  

 

Batas Yuridiksi 

Batas Yuridiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu kelembagaan 

masyarakat. Konsep batas yuridiksi dapat berarti wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang 

dimiliki sesuatu institusi atau mengandung makna kedua-duanya. Implikasi  ekonomi dari batas 

yuridiksi adalah batas bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan areal hutan, jenis hasil hutan 

yang dimanfaatkan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai cara untuk melestarikan hutan. 

Keefektifan dari batas yuridiksi terhadap kinerja ditentukan oleh empat hal utama yaitu: 1) 

perasaan sebagai satu masyarakat (sense of community), 2) eksternalitas, 3) Homogenitas, 

dan 4) skala usaha. 

 Perasaan  Sebagai Satu Masyarakat (Sense of community).  

Perasaan sebagai satu masyarakat merupakan  variabel psikologi penting yang sering 

diabaikan dalam analisis ekonomi. Masyarakat merupakan  suatu kelompok manusia yang 

memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Sense of community  ini menentukan siapa yang 

termasuk dalam suatu masyarakat dan siapa yang tidak. Hal ini erat kaitanya dengan konsep 

jarak sosial (social distance) yang akan kadar komitmen yang dimiliki oleh suatu masyarakat 

terhadap suatu kebijakan. 

 Homogenitas  

Preferensi  masyarakat dalam kaitanya dengan konsumsi atas barang dan jasa yang 

dikonsumsi secara kolektif berkaitan dengan siapa yang memutuskan jawaban atas pemanfaatan 

barang dan  jasa. Adanya homogenitas preferensi dan disribusi individu masyarakat yang 

memiliki preferensi yang berbeda akan mempengaruhi keputusan. 

 Aturan representatif 

Aturan representative merupakan perngkat aturan yang menentukan pengambilan 

keputusan organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan organisasi, terdapat 2 jenis biaya 

yang mendasari keputusan yaitu (1) membuat keputusan sebagai produk  dari partisipasi dalm 

membuat keputusan dan (2)  biaya eksternal yang ditanggung oleh seseorang atau sebagai akibat 



7 

 

keputusan organisasi tersebut. Aturan representative akan mempengaruhi struktur dan besarnya 

biaya tersebut.Aturan pengambilan keputusan yang sederhana untuk masalah ini adalah 

meminimalkan kedua biaya. Aturan representative mengatur siapa yang berhak berpartisipasi 

terhadap apa dalam proses pengambilan keputusan. 

 

Perubahan kelembagaan 

Perubahan kelembagaan mengandung arti paling tidak dari batas yuridiksi, property right 

atau aturan representative. Perubahan kelembagaan akan mempengaruhi kinerja masyarakat 

lokal dalam pengelolaan hutan, jika masyarakat dalam hubugannya dengan komoditas atau  

goods yang dihasilkan. Menurut Schmid 1987, situasi sebagai  dasar sumber independensi 

meliputi inkompatibilitas, biaya ekslusi tinggi, skala ekonomi, joint impact goods,  biaya 

transaksi dan interdependensi antar generasi.  Sumber interdepensi dapat menyebabkan suatu 

perubahan kelembagaan yang berpengaruh terhadap suatu bentuk organisasi baik organisasi 

pemerintah maupun non pemerintah. 

2.2. Strategi pengembangan 

Strategi  adalah rencana  berskala besar  yang  berorintas  jangkauan  masa depan  yang  

jauh  serta  ditetapkan  sedemikian  rupa sehingga  memungkinkan organisasi berinteraksi  secara 

efektif  dengan  lingkungannya  dalam  kondisi persaingan yang semuanya diarahkan pada 

optimalisasi pencapaian tujuan dengan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Kasali 

(2010) menjelaskan bahwa strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, 

dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan 

itu. Strategi adalah kekuatan  sumber  daya,  kapabilitas  dan  kompetensi  inti  internal untuk  

mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan persaingan. Strategi juga dapat di definisikan 

sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Lebih 

lanjut Ciputra (2002), mengatakan bahwa  pengembangan  sebagai  suatu perubahan  dalam diri 

orang  yang  memungkinkan yang  bersangkutan  bekerja efektif. Sedangakan  menurut 

Rangkuty (2003)  menyatakan  bahwa pengembangan merupakan  upaya  meningkatkan 

pengetahuan  yang  mungkin digunakan  segera  atau  sering  untuk  kepentingan  di  masa  

depan. Sedangakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994)  menyatakan  bahwa  
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pengembangan  adalah  cara  atau  hasil  kerja mengembangkan sesuatu (pekerjaan, usaha, 

kepribadian dan lain sebagainya). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan adalah  segala  sesuatu  yang  dilaksanakan untuk  memperbaiki  pelaksanaan 

pekerjaan  yang  sekarang  maupun  yang  akan  datang  memberikan  informasi, 

pengarahan,pengaturan, dan pedoman dalam pengembangan usaha. Perusahaan atau Usaha Kecil 

dan Menengah ataupun sebuah organisasi harus memiliki perencanaan strategis. Suatu 

perusahaan atau organanisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal 

dan merebut peluang  yang ada. Pemimpin perusahaan atau organisasi harus berusaha mencari 

ksesuaian antara kekuatan-kekuatan internal dan kekuauatn-kekuatan  eksternal  (peluang  dan  

ancaman)  suatu  pasar.  Proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi-srtategi itu  disebut 

perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan  dapat melihat 

secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi  

lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas, fungsi manajemen, konsumen, 

distributor, dan pesaing. Perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing  

(Rangkuty, 2003). 

Rangkuty  (2003)  menjelaskan  analisis  SWOT  sebagai  analisis  yang didasarkan  pada  

logina  yang  dapat memaksimalkan  kekuatan  (strengths)  dan  peluang  (opportunities),  namun  

secara  bersamaan dapat  meminimilkan  kelemahan  (weaknesses)  dan  ancaman  (threats).  

Proses  pengambilan keputusan strateguis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, dan kebijakan perusahaan.  Dengan  demikian  perencana  strategis   harus  menganalisis  

faktor-faktor  strategis  perusahaan (kekuatan,  kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi 

yang ada saat ini. Hal ini  disebut  dengan  Analisis  Situasi.  Model  yang  paling  popular  untuk  

menganalisis  situasi semacam ini adalah Analisis SWOT.  

Pengembangan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi perlu dilakukan 

dengan mempersiapkan road map sebagai tahapan pencapaiannnya. Tahap awal analisis SWOT 

dilakukan dengan melakukan inventarisasi faktor internal dan eksternal.  Faktor-faktor internal  

meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang ada pada kabupaten Tambrauw. 

Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi peluang (opportunity) dan ancaman  (threat).  Faktor 

internal merupakan faktor yang terdapat dalam kabupaten Tambrauw serta faktor-faktor lainnya 

diluar faktor internal yang turut mendukung. Sedangkan faktor eksternal merupakan  faktor yang 
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berasal dari luar kabupaten Tambrauw, namun turut mempengaruhi kebijakan Kabupaten 

Konservasi.  Kemudian dilakukan analisis SWOT untuk menentukan nilai skala peringkat faktor-

faktor SWOT (Rangkuty 2003; Humphrey,  2005).    Analisis pengembangan Kabupaten 

Konservasi dilakukan secara SWOT. SWOT diaplikasikan untuk melihat secara lebih luas 

gabungan setiap aspek baik masyarakat, pemerintah dan lingkungan yang berpengaruh bagi 

implementasi Kabupaten konservasi di Tambrauw.  Hasil observasi di lapangan dan  analisis data  

SWOT dapat menggambarkan  kemungkinan adanya potensi dan permasalahan yang ada, 

sehingga dapat diketahui  permasalahan secara komprehensif dan tindakan yang perlu dilakukan 

untuk  mengatasi permasalahan yang ada. 

2.3.Batasan dan Pengertian Kabupaten Konservasi 

Menurut Husin, (2005), batasan Kabupaten Konservasi adalah kabupaten yang tata 

wilayahnya memiliki kawasan konservasi luas (“magnitude”) dan tingkat kepentingan 

(“importance”) yang signifikan secara global, nasional atau regional. Sedangkan pengertian 

Kabupaten Konservasi secara operasional yaitu wilayah administratif yang mempunyai 

komitmen politik untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan berlandaskan pemanfaatan 

berkelanjutan, perlindungan system penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman 

hayati (Husin, 2005). Pilihan optimum dari Kabupaten Konservasi adalah pembangunan wilayah 

berbasis konservasi sumberdaya alam (conservation-based development). Lebih lanjut Husin, 

2005 menjelaskan bahwa Kabupaten Konservasi dapat diartikan ke dalam tiga aspek, yaitu : 

1. Sebagai suatu wilayah kabupaten yang memiliki kesatuan ekosistem dan seluruh dinyatakan 

aktivitas pembangunannya mengadopsi secara utuh konsep konservasi sumberdaya alam, 

baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Dalam hal ini, pemanfaatan sumberdaya 

alam dilaksanakan secara bijaksana dengan prinsip kehati-hatian dan mempertahankan 

kelestarian persediaan, keanekaragaman dan fungsinya. 

2. Aktivitas pembangunan yang bertumpu pada penyelamatan lingkungan tidak dapat diartikan 

semata-mata pada upaya menjaga kelestarian serta rehabilitasi hutan tanpa memanfaatkan 

sumberdaya alam yang dimiliki. Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan 

mengadopsi prinsip pengelolaan sumberdaya alam lestari. Dalam pemanfaatan sumberdaya 

alam, konservasi ekosistem alam sejauh mungkin dihindarkan, sehingga setiap aktivitas 
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pemanfaatan sumberdaya hutan tidak menimbulkan terjadinya lahan kritis dan mengganggu 

keseimbangan ekosistem lingkungan. 

3. Restorasi dan rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan untuk memulihkan fungsi ekologi dengan 

mengedepankan capital sosial yang tersedia. 

 

Kriteria dan Indikator Kabupaten Konservasi 

Kabupaten yang mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan mampu 

membuktikan kinerja pembangunan wilayah berbasis konservasi patut mendapatkan 

penghargaan yang memadai dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah 

lainnya, lembaga-lembaga swadaya, maupun dunia internasional (Husin, 2005). Wujud 

penghargaan tersebut sangat beragam, baik berupa pengakuan atas eksistensi kabupaten dalam 

masyarakat global, promosi, bantuan bagi pembangunan wilayah dan penguatan kapasitas 

kabupaten, maupun bentuk-bentuk penghargaan lainnya (Kartodihardjo 2005). Proses-proses yang 

harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mencanangkan diri menjadi kabupaten 

konservasi menurut Kartodihardjo (2005) terdiri dari : 

1. Pencanangan Kabupaten Konservasi dilakukan berdasarkan proses-proses local yang secara 

independen dilakukan daerah dan dapat dibantu oleh para pihak yang mendukung tujuan 

Kabupaten Konservasi, baik LSM, Organanisasi kemasyarakatan, lembaga 

penelitian/pendidikan, pengelola kawasan konservasi maupun swasta, dapat membantu 

percepatan proses pencanangan melalui program-program pendampingan. 

2. Pengusulan Kabupaten Konservasi, dimaksudkan secara spesifik sebagai mekanisme legal 

untuk mendapatkan insentif yang berkaitan dengan Kabupaten Konservasi. Pengusulan 

Kabupaten Konservasi merupakan mekanisme yang bersifat sukarela (voluntary), namun 

bagi Kabupaten Konservasi yang telah ditetapkan memiliki konsekuensi yang bersifat 

mandatory. 

3. Kabupaten Konservasi yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk menyusun dan/atau 

menyepakati program pembangunan jangka panjang dengan pemerintah pusat, sehingga arah 

dan kinerja pembangunannya sejalan dengan tujuan penetapan Kabupaten Konservasi. 

Dalam tahap ini, dukungan dari para pihak melalui program-program pendampingan dan 
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penguatan kapasitas daerah, baik asistensi teknis, pengembangan kelembagaan dan 

sumberdaya manusia, maupun pendanaan, dapat dilakukan. 

4. Tahap Implementasi Program yang didasarkan atas rencana jangka panjang yang disusun 

dan ukuran-ukuran kinerja yang sejalan dengan tujuan kabupaten konservasi. Dalam tahap 

ini, penguatan kapasitas daerah menuju tata praja yang baik (good governance) merupakan 

proses-proses pembelajaran yang harus selalu dievaluasi bersama. 

 

Penetapan Kabupaten Konservasi 

Berdasarkan pengertian Kabupaten Konservasi, yaitu: “sebagai wilayah administratif 

yang melaksanakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, yang ditetapkan berdasarkan kriteria 

tertentu,” menunjukkan perlunya seperangkat kriteria dan indikator untuk menetapkan sebuah 

kabupaten menjadi Kabupaten Konservasi yang secara biofisik mempunyai keterbatasan (Tim 

Kecil Kabupaten Konservasi, 2006). 

Penetapan status Kabupaten Konservasi merupakan pilihan politik masyarakat dan 

pemerintahannya sehingga harus melibatkan proses yang baik dan benar. Perlu dilakukan 

penilaian pada Pemerintah kabupaten yang mengajukan diri sebagai calon Kabupaten Konservasi 

dengan mekanisme yang jelas dan melibatkan semua pihak yang menanggung konsekuensinya 

(Kartodihardjo,  2005) 

2.4. Road Map Penelitian yang laksanakan 

Model kelembagaan dan strategi pengembangan Kabupaten konservasi sangat urgent dan 

menjadi isu utama dalam rangkaian proses pengembangan Kabupaten Konservasi. Bagi 

pemerintah daerah, kebijakan kabupaten konservasi pada tataran regulasi sudahlah sangat 

penting dan cukup, mengingat kabupaten konservasi masih sangat langka dan merupakan 

kebijakan lokal yang didorong secara voluntary, sementara secara teoritis ide dan kebijakan 

Kabupaten konservasi haruslah memiliki tata kelola serta program yang berbeda dengan 

kabupaten konvensional.  Pengarustamaan konservasi harus menjadi isu sentral dalam 

penyusunan kebijakan, program dan strategi setiap unsur perangkat daerah (OPD), sehingga 

menjadi masalah yang perlu dipelajari oleh peneliti. Beberapa kajian awal tentang kabupaten 

konservasi telah dilakukan meski masih terbatas  dan pada aspek tertentu saja.  
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 Road map penelitian digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

Penelitian Yang Telah Dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Road Map penelitian 

Kajian model kelembagaan lokal yang sementara dirancang untuk diterapkan oleh pemerintah 

daerah serta strategi pengembangan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, diharapkan dapat 

memberi gambaran lengkap tentang reinventing tata kelola sumberdaya hutan adaptif melalui 

implementasi Tambrauw kabupaten konservasi yang belum diteliti selama ini. 

 

 

 

 

 

 

1. Tahun 2012 study Kelayakan Kebijakan Kabupaten Konservasi di Tambrauw, Papua Barat 

2.Tahun 2013 penelitian Prospek Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi di Tanah Tanah Papua 

3. Tahun 2015, penelitian Kabupaten Konservasi Sebagai Political Actions pemerintah daerah terhadap 

konservasi sumberdaya alam hayati (Studi Kasus Di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat) 

Penelitian yang akan dilakukan ini menekankan pada faktor-faktor pemungkin penetapan Tambrauw 

Sebagai Kabupaten Konservasi serta bagaimana kabupaten konservasi mampu didorong sebagai 

komitmen pemerintah terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati  dan Ekosistem.  

Model Kelembagaan  Lokal  

Reinventing Tata Kelola Sumberdaya Hutan Adaptif 

 Kelembagaan Pemerintah 

 Kelembagaan Adat  

 Regulasi 

 

Tambrauw Sebagai Kab Konservasi  

Strategi Pengembangan Kab Konservasi 

 Kekuatan, Kelemahan, 

Peluang dan Ancaman 

 Program dan Kegiatan 

 Adaptasi, Optimalisasi dan 

revitalisasi potensi  daerah 
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III. TUJUAN DAN MANFAAT 

3.1.  Tujuan  dan Manfaat 

Berdasarkan uraian latar belakang maka terlihat dengan jelas bahwa terdapat kebutuhan 

untuk melakukan reinventing pemerintah daerah terkait dengan tata kelola sumberdaya hutan 

adaptif melalui kebijakan kabupaten konservasi. Oleh karena tujuan khusus penelitian ini antara 

lain (1) Merancang model kelembagaan lokal bagi pengelolaan Kabupaten konservasi sebagai 

unit layanan yang melakukan proses penataankelolaan dan (2) Merumuskan strategi 

pengembangan Tambrauw sebagai Kabupaten konservasi.    Penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat berupa kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

terkait dengan hasil analisisnya dimana mampu menemukan model kelembagan lokal yang 

mampu mengakomodir tata kelola pemerintahan disatu sisi dan kewenangan konservasi 

sumberdaya alam hayati disisi lain, serta strategi yang bisa diadopsi pemerintah daerah dalam 

rangka mengsinergikan pembangunan kepemerintahan dan program konservasi sumberdaya alam 

secara berkelanjutan.   

 

3.2. Rencana Target Capain Tahunan 

 

Diharapakan dari kajian ini akan menghasilkan naskah publikasi ilmiah 

yang direncanakan akan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi (Q1) atau 

minimal pada jurnal terakreditasi nasional (Journal Pengelolaan Sumberdaya Alam IPB Bogor) 

dan selanjutnya akan dijadikan sebagai materi dalam buku yang ditulis oleh peneliti. Secara 

ringkas rencana capaian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rencana target dan capaian 

No Jenis luaran publikasi ilmiah Indikator 

1. Internasional bereputasi  

 

published 

2. Nasional terakreditasi Published 

 

Draf pertama sudah kirim /Waiting 

deciosion 

3. Buku Teks Draft dalam proses 
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IV.  METODE PENELITIAN 

4.1.  Metode 

 Sesuai tujuan penelitian, maka penelitian implementasi kabupaten konservasi merupakan 

penelitian studi kasus yang didekati dengan kombinasi kualitatif dan kwantitatif. Penelitian 

kualitatif dimana sampel penelitian akan merujuk pada situasi sosial (social situation) yang 

terdiri atas tiga aspek yaitu: tempat (place), pelaku (actor) dan aktifitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergi. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi sosial tertentu (Sugiyono, 2011).  

 

4.2.  Waktu, tempat dan penentuan Lokasi  

Untuk menjawab tujuan penelitian berupa model kelembagaan lokal kabupaten 

konservasi, maka penelitian dilaksanakan di distrik Sausapor, di Provinsi Papua Barat maupun di 

tingkat kementrian terkait. Sementara tujuan penelitian strategi pembentukan Kabupaten 

konservasi, pengambilan data dilakukan di beberapa distrik di Kabupaten Tambrauw Tambrauw.  

Penelitian berlangsung pada 2 periode waktu: sejak November 2017 sampai April 2018.  

 

4.3. Pengumpulan Data dan Informasi 

           Data yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer berasal dari responden melalui wawancara, observasi proses diskusi group terfokus 

(FGD) dan kajian dokumen perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian.  
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4.4.  Metode Analisis Data  

 

 Bagaian Alir keterkaitan  tujuan, metode dan variabel penelitian  disertasi dan 

penelitian ini disajikan pada bagan berikut: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                        : Bagian penelitian yang diajukan dalam penelitian disertasi doktor 

: Bagian penelitian  yang tidak diajukan dalam penelitian disertasi doktor 

Gambar 2. Bagan Penelitian 
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4.5. Variabel dan Data 

Desain model kelembagaan  

Untuk menghasilkan model kelembagaan sesuai tujuan penelitian, maka penelitian yang 

dilakukan  menggunakan metode penelitian dan pengembangan  (research and development).  

Menurut  Gall  &  Borg  (2003)  research  and development  merupakan metode penelitian  yang  

digunakan  untuk  membentuk  produk  dan  prosedur  baru,  yang  kemudian  diuji  dilapangan,  

dievaluasi,  dan  disaring  secara  sistematis  sampai memenuhi kriteria keefektifan, kualitas,  

atau standar yang sama secara spesifik. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) penelitian  

pengembangan  merupakan  penelitian  yang  digunakan untuk menghasilkan produk tertentu,  

dan  menguji  keefektifan  produk  tersebut.  Berdasarkan pendapat tersebut metode research  

and development  merupakan metode penelitian  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  produk  

tertentu,  dan  kemudian  menguji  keefektifan  produk tersebut. Pada  penelitian  ini  diadopsi   

dan dimodifikasi sepuluh  langkah-langkah  penelitian  dari   Gall  &  Borg  (2003) dan Sugiyono  

(2010) menjadi 4 langkah,  yaitu  (1)  identifikasi   potensi  dan  masalah,  (2)  pengumpulan  

data. Proses pengumpulan data dilakukan  melalui wawancara dengan  Pemerintah Daerah 

(OPD) tingkat Kabupaten Tambrauw, DPR Kabupaten Tambrauw, Pakar dari lembaga perguruan 

tinggi dan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan 

pandangan tentang kabupaten konservasi  dan model kelembagaan yang akan dikembangkan.  

(3)  Desain  draft produk.  Hasil wawancara dan identifikasi  pada tahap sebelumnya, selanjutnya 

dijadikan sebagai materi awal bagi kerangka kelembagaan kabupaten konservasi.  (4)  uji coba 

dan pengembangan model. Pada tahap ini, dilakukan uji coba model dan validasi model. Model 

divalidasi melalui mekanisme fokus group diskusi (FGD) dan konsultasi publik lintas yang 

melibatkan   OPD, para pakar dan stakeholder.    

Data penelitian 

Data  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  ini  ada  dua  jenis,  yaitu:  data  kualitatif  dan  

kuantitatif.  Data  kualitatif  diperoleh  dari:  (1)  hasil  wawancara  dengan  beberapa responden 

Pakar sebagaimana terlampir,  (2)   catatan  lapangan,  dan  (3)  data  saran  perbaikan  draf  

model  awal  dan  hasil  observasi  observer pada  pelaksanaan  uji  coba (FGD/Konsultasi) 

dengan  skala  kecil  dan  besar.  Data  kuantitatif  diperoleh  dari:  (1)  penilaian  skala  nilai  
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validasi  draf  model,  (2)  penilaian pada skala nilai observasi pelaksanaan  model,  dan  (3)  

penilaian  skala  nilai  observasi  keefektifan pelaksanaan model dalam ujicoba. Proses rancang 

bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada terhadap  8  prinsip  

rancangan kunci  yang ditawarkan oleh Ostrom  (1990)  tentang kelembagaan pengelolaan yang 

efektif terhadap sumberdaya alam  lokal milik bersama (common property). Ke delapan prinsip 

tersebut selanjutnya dimodifikasi sebagai variabel yang dianalisis dalam membangun 

kelembagaan  kabupaten konservasi, antara lain:  1) Batas wilayah kelola, 2) Mekanisme 

pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, 3) Modifikasi 

kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, 4) Dimilikinya mekanisme 

pemantauan sumberdaya alam, 5) Penyelesaian konflik, 6) Penerapan sanksi spesifik yang 

mengikat, 7) Berbagai bentuk masukan, 8) Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA.  

Kedelapan  prinsip-prinsip ini selanjutnya dijadikan sebagai variabel kunci dalam membangun 

kelembagaan lokal.  

 

Analisis Data 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis  data  deskriptif  kuantitatif  dilakukan  pada:  

(1)  hasil  penilaian  validasi  dengan  skala  nilai  ahli  materi terhadap draf model kelembagaan 

sebelum uji  coba,  (2)  data  penilaian  hasil  observasi  para  observer  terhadap  model  uji uji 

coba dan pengembangan model.   

Strategi Pembentukan Tambrauw sebaga Kabupaten Konservasi  Menggunakan SWOT 

Objek dan Subjekk Penelitian 

Objek penelitian adalah kebijakan Tambarauw sebagai Kabupaten Konservasi. 

Sedangkan subjek penelitian  terdiri: 

 

 

 

 

 



18 

 

Tabel 2. Data Responden dalam penelitian Analisis SWOT 

Kelompok Jumlah Responden 

Masyarakat adat 89  orang 

OPD Sekabupaten Tambrauw 76  orang 

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) 9   orang 

Sumber : Data Primer, 2018 

Kampung dan distrik pengambilan data tersaji pada gambar 1 peta. Pengambilan data 

dilakukan  di pada 89 responden dari 11 kampung dari 7 distrik di Kabupaten Tambrauw.  

 

 Pengumpulan  dan Analisis Data 

Data yang di kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

dikumpulkan dengan cara wawancara semi structural  dan pengamatan lapangan. Data tersebut 

antara lain : Databiofisik kawasan, sarana dan prasarana pendukung, persepsi masyarakat  dan 

manfaat sosial-ekonomi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen diperoleh dari instasi 

pemerintah di Kabupaten Tambrauw yang berkaitan dengan Tambrauw sebagai Kabupaten 

Konservasi, seperti; Profil Kabupaten Tambrauw, Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD) Kabupaten Tambrauw 2012-2016; analisis program-program kerja Pemerintah 

Kabupaten Tambrauw yang berkaitan dengan adanya Kabupaten Konservasi serta analisis 

program kerja LSM/NGO yang berada di Kabupaten Tambrauw. Data yang dikumpulkan 

kemudian dianalisis menggunakan teknik SWOT. Analisis SWOT merupakan proses yang 

sebelum direncanakan terlebih dahulu merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna 

mengetahui faktor-faktor yang merupakan kunci keberhasilan kedalam kategori kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). 
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BAB V. HASIL SEMENTARA 

 

5.1. KELEMBAGAAN LOKAL KABUPATEN KONSERVASI 

a. Variabel-variabel penyusun model kelembagaan lokal kabupaten konservasi 

Proses rancang bangun kelembagaan lokal kabupaten konservasi dilakukan mengacu pada 

terhadap  8  prinsip  rancangan kunci  yang ditawarkan oleh Ostrom  (1990)  tentang 

kelembagaan pengelolaan yang efektif terhadap sumberdaya alam  lokal milik bersama (common 

property). Ke delapan prinsip tersebut selanjutnya dimodifikasi sebagai variabel yang dianalisis 

dalam membangun kelembagaan  kabupaten konservasi, antara lain:  1) Batas wilayah kelola, 2) 

Mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, 3) 

Modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal, 4) Dimilikinya 

mekanisme pemantauan sumberdaya alam, 5) Penyelesaian konflik, 6) Penerapan sanksi spesifik 

yang mengikat, 7) Berbagai bentuk masukan, 8) Dimilikinya komitmen terhadap kelestarian 

SDA. 

b. Model Kelembagaan Kabupaten Konservasi 

Kelembagaan merupakan kendala umum yang dihadapai dalam upaya implementasi 

Kabupaten Konservasi di Indonesia, termasuk yang akan ditetapkan di Kabupaten Tambrauw. 

Kelembagaan yang lemah akan menyebabkan lemahnya aspek legal maupun inovasi untuk 

memperbaiki pendekatan pembangunan ekonomi yang cenderung eksploitatif terhadap 

sumberdaya alam. Karena itu kelembagaan yang kuat terutama  di bidang sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup serta  kelembagaan masyarakat  menjadi kunci menuju terwujudnya tujuan 

pembangunan Kabupaten Konservasi.   

Kelembagaan merupakan aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak dan 

sebagainya  dalam mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau 

organisasi (North, 1990; Rodgers, 1994).  Aturan main yang mengatur hubungan manusia untuk 

menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan, sehingga perilaku manusia 

dalam memaksimumkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi (Kasper & Streit, 

1998).  Jenisnya terdiri dari kelembagaan internal/lokal seperti kebiasaan, norma-norma adat dan 

sebagainya serta kelembagaan eksternal seperti hukum atau  kebijakan formal. 
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Peranan kelembagaan menentukan kesempatan-kesempatan ekonomi individu dan  hasil 

akhir interaksi antar individu/organisasi terhadap kinerja ekonomi dan pengelolaan Sumberdaya 

agar tidak saling merugikan melalui aksi bersama (Collective action).  Selain itu, mengatur 

interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui inovasi hak 

pemilikan (property right), batas jurisdiksi  dan aturan representasi.  Kelembagaan juga selalu 

disertai  sanksi-sanksi (formal-informal) yang disepakati dan penegakannya.  Kelembagaan tanpa 

sanksi adalah sia-sia.  

Dalam upaya penetapan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi, 

kelembagaan lokal  yang ada perlu di identifikasi untuk selanjutnya dibangun model 

kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat. Arahan 

struktur kelembagaan kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi sebagaimana disajikan 

pada Gambar 3. 

Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di  Tambrauw  tidak melekat pada suatu 

lembaga atau  berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang 

pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando.   Struktur birokrasi secara umum 

mengacu kepada institusi institusi publik seperti kementerian dan badan-badan tertentu yang 

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada standar legal dan 

formal (Giessen  et al., 2014). Struktur birokrasi tidak hanya berada dalam satu aras saja, namun 

mencakup berbagai lembaga diberbagai level  dari pusat sampai dengan lokal (Krott  et al., 

2014).  

Bupati Kabupaten Tambrauw sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kabupaten 

konservasi berperan memberikan instruksi dan menerima laporan kinerja dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan  setiap satuan kerja perangkat daerah 

(OPD) baik yang berbasis sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDALH) maupun non 

SDALH yang menjalankan program dan kegiatan sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) dan 

Rencana Kerja tahunan (RENJA). 

Pengembangan kelembagaan kabupaten Konservasi berkembang sesuai dengan dinamika 

dalam  diskusi-diskusi dan semi-loka yang dibangun dengan stakeholder di Kabupaten 

Tambrauw sehingga muncul model kelambagaan sebagai berikut : 
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BUPATI TAMBRAUW

BAPPEDA

SKPD/BADAN 
SDALH  

SKPD

SKPD/BADAN NON 
SDALH

SKPD

DPRD

MASYARAKAT 
UMUM/PUBLIK 

MASYARAKAT ADAT 

TASK FORCE  

• Tim Kolaborasi KKLD
• Perguruan Tinggi
• BKSDA Papua Barat
• LSM 
• Tim Terpadu RTRWK
• Lembaga Penelitian

Tujuan Kab. 
Konservasi

Koordinasi
dan dukungan

Hubungan
Struktural, 
berada di
bawah dan
bertanggung
jawab

Bantuan
teknis,konsulta
si & 
Pendampingan

Pelaporan
pertanggung
jawaban
pelaksanaan
tugas

Pelayanan
kepada
Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI NON 
BODY  KAB.KONSERVASI

 
Gambar 3. Model Kelembagaan Lokal Kabupaten Konservasi 

Model kelembagaan ini  telah dipresentasekan dalam semi loka  bersama seluruh stakeholder di 

Kabupaten Tambrauw dan telah di presentasekan secara khusus di depan DPRD Kabuapten 

Tambrauw.  

Setiap program dan kegiatan SKPD tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, 

pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam secara bijaksana. SKPD berbasis SDALH 

diharapkan dapat menetapkan 70% dari program dan rencana kerjanya berbasis konservasi. 

Sedangkan OPD  non SDALH menetapkan minimal 30% program dan kegiatan yang 

mendukung upaya konservasi.  OPD berbasis SDALH terdiri dari : Dinas Ketahanan Pangandan 

Pertanian,  Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan 

Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan dinas-dinas atau Badan non SDALH 

antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, dan lain-lain. Guna memberikan bantuan teknis dan 

pendampingan agar program kerja dan kegiatan sesuai dengan tujuan kabupaten konservasi maka 
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dibentuk tim konsultatif pembangunan kabupaten konservasi (TIM Konsul PKK) yang bersifat 

independen. Tim ini  terdiri dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), Perguruan 

Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA),  NGO, Tim 

Kolaborasi KKLD Abun dan tim terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).  

Tim ini melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah Bupati Kabupaten Tambrauw.. Peran dan 

fungsi  Tim Konsultasi PKK adalah memberikan bantuan teknis, pendampingan dan konsultasi 

terhadap SKPD, masyarakat adat, DPRD maupun masyarakat umum guna menjaga pelaksanaan 

program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kriteria dan indikator 

penetapan dan penilaian Kabupaten Konservasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tim ini 

selalu berkoordinasi dengan Bupati selaku penanggungjawab pelaksanaan.   

DPRD Tambrauw merupakan lembaga representatif  masyarakat yang menjalankan 

fungsi legislatif sehingga bertanggungjawab dalam menyediakan perangkat hukum daerah yang 

mendukung pembangunan kabupaten konservasi dan  mengawasi/mengavaluasi upaya 

pelaksanaan program serta  kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap SKPD agar sesuai 

dengan tujuan pembentukan kabupaten konservasi.   

Lembaga Masyarakat Adat merupakan representatif masyarakat adat dari setiap suku 

yang memberikan masukan dan saran bagi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan serta selalu berkoordinasi dengan Tim PKK. Sedangkan masyarakat umum 

merupakan subyek dan obyek  dari implementasi program dan kegiatan pembangunan berbasis 

konservasi, sehingga dapat memberikan saran-saran dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara 

tidak langsung. 
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Performansi Kelembagaan Kabupaten Konservasi  

 

Kelembagaan  Kabupaten konservasi yang  baru didesain dan kelembagaan OPD yang 

sudah eksisting memiliki perbedaan  secara struktur  maupun aturan main.  Kelembagaan OPD 

secara struktur terikat oleh  struktur organisasi pemerintahan dan memiliki aturan main  

berdasarkan aturan-aturan pemerintah. Sedangkan kelembagaan kabupaten konservasi secara 

struktur   bersifat non body  dan memiliki aturan yang terbangun dari kombinasi antara aturan  

pemerintah dan masyarakat adat. Perbedaan tersebut mempengaruhi perfomansi atau kinerja 

dalam  pembangunan kabupaten koservasi.  

Performansi kelembagaan lokal dalam studi ini  direpresentasikan oleh batas wilayah 

kelola, mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi 

lokal, modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal,  dimilikinya 

pemantauan sumberdaya alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang mengikat, 

berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA. 

Tabel 3. Statistik Deskripti Parameter  Model Kelembagaan Kabupaten Konservasi 

Model Kelembagaan 

Bata

s 

wila

yah 

kelol

a 

Mekanis

me 

pemanfa

atan 

sumberd

aya 

hutan 

yang 

spesifik 

dan 

sesuai 

dengan 

kondisi 

lokal 

Modifi

kasi 

kebijak

an 

dilaku

kan 

secara 

partisi

patif 

dan 

dikelol

a 

secara 

lokal 

Dimilik

inya 

pemant

auan 

sumber

daya 

alam 

Penyele

saian 

Konflik 

Penera

pan 

sanksi 

spesifi

k yang 

mengi

kat 

Berba

gai 

bentu

k 

masu

kan 

Dimilik

inya 

komitm

en 

terhada

p 

kelestar

ian 

SDA 

Tot

al 

OPD N 17 17 17 16 16 17 17 17 17 

Sum 129 134 222 89 99 139 188 113 111

3 

Mean 7.58

8 

7.882 13.059 5.563 6.188 8.176 11.05

9 

6.647 65.4

71 

Mean 

Weigh

t 

2.52

9 

2.706 2.629 2.781 3.094 2.794 2.765 3.324 2.61

9 

Std. 

Deviat

ion 

2.91

7 

3.551 4.507 1.861 2.344 3.414 3.400 2.290 20.2

61 

Minim

um 

3 2 6 2 2 3 5 3 29 

Maxi

mum 

15 15 23 9 10 15 16 10 107 

Kab.Kons

ervasi 

N 20 20 20 19 20 20 20 20 20 

Sum 242 231 377 149 147 221 296 160 182

3 
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Mean 12.1

00 

11.550 18.850 7.842 7.350 11.050 14.80

0 

8.000 91.1

50 

Mean 

Weigh

t 

4.03

3 

3.850 3.770 3.921 3.675 3.683 3.700 4.000 3.64

6 

Std. 

Deviat

ion 

3.05

9 

3.284 4.557 1.893 1.755 2.481 4.086 2.176 19.5

19 

Minim

um 

3 3 8 4 4 6 4 4 41 

Maxi

mum 

15 15 25 10 10 15 20 10 112 

 

Sumber : Data primr Hasil Olahan, 2018 

5.2. ANALISIS SWOT 

Berdasarkan kondisi aktual pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten Kosnervasi, 

maka  terdapat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari masing-masing faktor 

faktor pembentukan Kabupaten Konservasi. 

Tabel 3. Analisis SWOT Pembentukan Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi 

No Faktor Kekuatan 

1 Luas wilayah 77-80% kawasan konservasi berdasarkan luasan hutan Tambrauw 

SK Menteri Kehutanan Nomor 783/2014. 

 

2. Adanya Komitmen politik pemerintah daerah dalam visi dan misi. 

3. Adanya pemberdayaan masyarakat oleh LSM/NGO dalam melestarikan dan 

menjaga asset budaya, tanah dan satwa yang dilindungi. 

4. Peran masyarakat dalam pelarangan perburuan illegal satwa  dan tumbuhan. 

5. Adanya LSM/NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan. 

6. Adat istiadat yang masih kental. 

7. Potensi wisata yang dapat dikelola menjadi objek wisata. 

8. Adanya potensi Sumber Daya Alam (SDA) / Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

yang dapat dikelola untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial budaya.  

9. Pengawasan kawasan konservsi /Dikontrol oleh Balai Besar Konservasi Sumber 

Daya Alam (BBKSDA)  Papua Barat 

10. Hasil Pertanian yang menunjang kehidupan masyarakat. 

No. Faktor Kelemahan 

1. a. Belum adanya sosialisasi terkait Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi. 

2. b. Pengetahuan masyarakat dan OPD masih kurang terkait kebijakan Kabupaten 

Konservasi. 
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3. c. Adanya indikasi tambang ilegal. 

4. d. Kurangnya mutu pendidikan dan kesehatan. 

5. e. Kelembagaan adat yang belum terstruktur. 

6. f. Perambahan penduduk/perpindahan penduduk dalam membentuk kampung dan 

distrik baru. 

7. g. Batas wilayah adat dan kampung yang belum jelas. 

8. h. Adanya kampung yang masuk dalam kawasan hutan Cagar Alam. 

9. i. Belum adanya penetapan Peraturan Dearah (PERDA) Kabupaten Konservasi dan 

Masyarakat adat. 

10. j. Kurangnya pengawasan dan kontrol rutin oleh BBKSDA. 

11. k. Pengetahuan masyarakat dan OPD masih kurang terkait Kabupaten Konservasi. 

12. l. Adanya tambang ilegal. 

 

 

 

 

No. Faktor Peluang 

1. Menjadi perhatian LSM/NGO luar dan dalam negeri. 

2. Menjadi destinasti wisata. 

3. Adanya kebijakan pembentukan KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi). 

4. Penghargaan dan dukungan dari pihak luar dan dalam negeri secara berjenjang. 

5. Pemberdayaan masyarakat lokal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam menjaga lingkungan. 

6. Potensi Corporate Sosial Responsbility  bidang lingkungan. 

7. Menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata. 

8. Menjadi perhatian LSM/NGO luar dan dalam negeri. 

9. Menjadi destinasti wisata. 

10. Adanya kebijakan pembentukan KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi). 

No. Faktor Ancaman 

1. Indikasi Investasi kelapa sawit, tambang dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). 

2. Ijin pemerintah daerah dalam pembangunan di wilayah Tambrauw (ahli fungsi 

lahan). 

3. Degradasi budaya akibat era-globalisasi. 

4. Arus transmigrasi yang makin meningkat.  

5. Ketimpangan ekonomi akibat kebijakan. 

6. Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat.  
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Berdasarkan analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal dimaksud, maka penelitian 

menentukan 3 faktor utama yang dianggap sangat crucial dari tiap-tiap unsur baik kekuatan, 

kelemahan, ancaman dan peluang. 

 

3.1 Evaluasi Faktor Kunci 

 

Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten yang sangat strategis untuk upaya 

konservasi sumberdaya alam, perlindungan sistem budaya dan adat maupun adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim global. Dalam upaya mewujudkan Tambrauw sebagai Kabupaten 

Konservasi, maka identifikasi faktor kunci (critical factor) sangat penting dilakukan. Faktor-

faktor kunci itu kunci  baik internal utama dan eksternal utama meliputi : Kekuatan (Strength , 

Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threat) (Nur Sumedi et 

al.2012). Secara rinci faktor-faktor kunci tersebut dibahas lebih lanjut dibawah ini; 

 

Tabel 4. Evaluasi Faktor Internal (EFI) Pembentukan Kabupaten Konservasi 

Faktor Internal Bobot Rating 
Skor (Bobot x 

Rating) 

Kekuatan 

Luas wilayah 77% Kawasan konservasi 0.30 4 1.20 
Komitmen Politik Pemerintah Daerah melalui visi dan 

misi Pemerintah 
0.30 4 1.20 

Tingginya  potensi wisata yang dapat dikelola menjadi 

objek wisata 
0.10 4 0.40 

Kelemahan 
Pengetahuan masyarakat & OPD masih kurang terkait 

Kabupaten Konservasi. 
0.10 1 0.10 

Kelembagaan adat belum terstruktur baik.  0.10 2 0.20 
Kurangnya pengawasan dan kontrol BBKSDA terhadap 

aktivitas ilegal. 
0.10 1 0.10 

 1.00  3.20 

Dari faktor kunci yang diidentifikasi, terdapat  3  faktor utama sebagai  „‟Evaluasi Faktor 

Internal„‟  Ketiga faktor tersebut  antara lain :  luas kawasan konservasi sekitar 77 %, komitmen 

politik yang kuat melalui visi-misi pembangunan daerah, potensi wisata sebagai sumber PAD 

Kabupaten. Sementara 3 faktor internal yang menjadi kelemahan antara lain ; rendahnya 

pengetahuan aparat OPD dan masyarakat tentang kebijakan Kabupaten Konservas, kelembagaan 

adat belum terstrukur baik serta rendahnya kontrol dan pengawasan dari BBKSDA Papua Barat 

terhadap kawasan konservasi. Nilai hasil evaluasi EFI menujukkan nilai 3.20. Meskipun terdapat 
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faktor kelemahan dalam proses pembentukan Kabupaten Konservasi, namun dapat tertutupi oleh 

faktor kekuatan. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa faktor internal sangat mendukung 

pembentukan Tambrauw Sebagai Kabupaten Konservasi yang ditunjukkan dengan nilai 3.20 

 

 

Tabel 4. Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) pembentukan Kabupaten Konservasi 

Hasil  EFE  menunjukkan  nilai  2.75  (Tabel  2).  Nilai tersebut dibawah EFI yang 

memperoleh nilai 3,20. Berdasarkan  nilai  tersebut dapat  dikatakan  bahwa  pembentukan 

Tambrauw sebagai Kabupaten Konservasi  akan memperoleh manfaat optimal dari  peluang, 

meski memiliki keterancaman yang  dihadapinya. Kondisi ini berarti bahwa faktor ancaman 

dapat ditutupi melalui optimalisasi faktor-faktor peluang pembentukan kabupaten Konservasi. 

Dinamika lingkungan eksternal berupa pengembangan potensi wisata, menguatnya kebijakan 

pengelolaan hutan melalui skema kesatuan Pengelolaan Hutan –Konservasi (KPH-Konservasi) 

serta kabupaten konservasi menjadi destinasi wisata di Papua Barat akan berpotensi 

meningkatkan manfaat dari pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi serta 

memperkecil faktor –faktor keterancaman.  Lebih lanjut Fatem dan Asem (2014)  mengatakan 

bahwa dua strategi pembentukan Kabupaten Konservasi  dilakukan melalui strategi adaptasi dan 

strategi optimalisasi. Strategi optimalisasi dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan 

sumberdaya alam dimana konsep  investasi hijau menjadi leading sector. Salah satunya adalah 

sektor pariwisata di Kabupaten Tambrauw yang sementara dikembangkan. Sementara strategi 

adaptasi dilakukan melalui integrasi kebijakan Kabupaten Konservasi kedalam dokumen 

perencanaan daerah yakni RPJMD Kabupaten Tambrauw 2017-2022, Rencana Strategik 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) setiap organisasi perangkat daerah. 

Faktor Eksternal Bobot Rating 
Skor (Bobot x 

Rating) 

Peluang 

Menjadi destinasti wisata di Papua Barat. 0.35 4 1.40 
Adanya kebijakan pembuatan KPH (Kesatuan Pengelolan 

Hutan) 
0.20 3 0.60 

Menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata. 0.10 3 0.30 

Ancaman 

Degradasi kearifaan lokal akibat Era-globalisasi. 0.05 2 0.10 

Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat-daerah.  0.05 2 0.10 

Pencurian Satwa Liar dan tumbuhan dari oleh pihak luar. 0.25 1 0.25 

 1,00  2.75 
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Selanjutnya dari  hasil analisis nilai faktor internal (3.20)  dan eksternal (2.75) tersebut, 

kemudian dipetakan sesuai tipe masing-masing yaitu strength, weaknesses, opportunities dan 

threats dalam peta posisi kekuatan internal-eksternal dan di peroleh pembentukan Tambrauw 

sebagai Kabupaten Konservasi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar . Hasil Peta Posisi Kuadran 
 

Gambar 4. dengan jelas memperlihatkan bahwa nilai S dan O sangat besar dibandingkan 

W dan T. Dengan demikian,  pencanangan dan pembentukan Tambrauw sebagai kabupaten 

konservasi dapat dilaksanakan dengan melihat strategi dari hasil analisis SWOT tersebut. 

Khususnya nilai internal dan eksternal terlihat bahwa nilai internal lebih besar dibandingkan 

dengan nilai eksternal dan berada pada kuadran I. Artinya situasi yang menguntungkan,  untuk 

menjadikan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi sehingga dapat memanfaatkan formulasi 

rumusan strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi ini pada prinsipnya saling berkaitan antara 

faktor-faktor internal dan eksternal dalam mendukung pembentukan Tambrauw sebagai 

kabupaten konservasi.   

S = 2.80 

 

O =  2.30  W=0.40 

 

T= 0.45 

Layak untuk 

ditetapkan 

sebagai 

kabupaten 

konservasi 
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 VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

6.1.Rencana Tahap Seminar Hasil  

Dalam tahapan pra disertasi telah direncanakan untuk melakukan seminar hasil penelitian 

disertasi . Selaian itu saat ini peneliti sedang menunggu keuputusan untuk penerimaan naskah junral 

kedua yakni strategi  pembentukan Tambauw sebagai Kabupaten Konservasi menggunakan analisis 

SWOT.  

6.2. Rencana Tahap Pasca Seminar Hasil  dan Ujian Disertasi 

Seteleh seminar hasil dilaksanakan,  maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan ujian 

disertasi  maupun revisi naslah jurnal setelah direviuw oleh tim jurnal. 

6.3. Rencana Tahap Selanjutnya setelah Ujian Dsertasi  

Rencana tahap selanjutnya setelah ujian disertasi berupa advokasi kebijakan Kabupaten 

Konservasi, faktor-faktor SWOT yang berkaitan dengan kebijakan Kabupaten konservasi  yang 

ditemukan dalam penelitian ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di kabupaten 

Tambrauw. 
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BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil kajian, untuk menjawab tujuan penelitian yang ingin dicapai maka, kesimpulan 

sementara yang dapat di sampaikan antara lain:  

1. Kelembagaan Kabupaten Konservasi penting untuk dibentuk sebagai unit yang 

bertanggungjawab  dalam implemenasi misi kabupaten konservasi. 

2. Struktur kelembagaan kabupaten konservasi di  Kabupaten Tambrauw  tidak melekat pada suatu 

lembaga atau  berdiri sebagai institusi tersendiri melainkan suatu model birokrasi yang 

pengambilan keputusannya mengikuti rantai komando. Kelembagaan Kabupaten konservasi 

dibentuk sebagai upaya untuk mendorong aksi kolektivitas kabupaten konservasi melalui 

optimalisasi peran dan fungsi Bappeda selaku organisasi perangkat daerah yang 

bertanggngjawab penuh atas perencanaan dan evaluasi program setiap organisasi perangkat 

daerah. 

3. Performansi kelembagaan lokal dalam studi ini  direpresentasikan oleh batas wilayah kelola, 

mekanisme pemanfaatan sumberdaya hutan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, 

modifikasi kebijakan dilakukan secara partisipatif dan dikelola secara lokal,  dimilikinya 

pemantauan sumberdaya alam, penyelesaian konflik, penerapan sanksi spesifik yang mengikat, 

berbagai bentuk masukan, dan dimilikinya komitmen terhadap kelestarian SDA. 

4. Analisis SWOT, khususnya hasil analisis Faktor internal diperoleh 3 faktor kunci kekuatan 

sebagai Evaluasi Faktor Internal„‟ .  Ketiga faktor tersebut  antara lain :  luas kawasan konservasi 

sekitar 77 %, komitmen politik yang kuat melalui visi-misi pembangunan daerah, potensi wisata 

sebagai sumber PAD Kabupaten. Sementara 3 faktor internal yang menjadi kelemahan antara 

lain; rendahnya pengetahuan aparat OPD dan masyarakat tentang kebijakan Kabupaten 

Konservas, kelembagaan adat belum terstrukur baik serta rendahnya kontrol dan pengawasan 

dari BBKSDA Papua Barat terhadap kawasan konservasi. Sementara evaluasi faktor ekternal 

yang menjadi peluang pengembangan kabupaten konservasi antara lain; pengembangan potensi 

wisata, menguatnya kebijakan pengelolaan hutan melalui skema kesatuan Pengelolaan Hutan –

Konservasi (KPH-Konservasi) serta kabupaten konservasi menjadi destinasi wisata di Papua 
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Barat. Sedangkan faktor ancaman yang dihadapi antara lain ; Degradasi kearifaan lokal akibat 

Era-globalisasi, Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah pusat-daerah serta Pencurian Satwa Liar 

dan tumbuhan. Aspek keterancaman ini akan tertutupi secara perlahan-lahan melalui optimalisasi 

faktor-faktor peluang pembentukan kabupaten Konservasi diatas.    
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